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Hal tersebut menunjukkan bahwa

pengelolaan keuangan daerah merupakan
keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, serta pertanggungjawaban  dapat
beriringan secara komprehensif dan terintegrasi
menjadi satu kesatuan arah dan kebijakan
Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, setelah melalui pembahasan
yang dinamis baik pada tingkat komisi maupun
Badan Anggaran, pada hari ini kita telah mencapai
kesepakatan mengenai program dan kegiatan serta
besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013.

Anggaran pendapatan pada RAPBD Tahun
2013 diperkirakan sebesar Rp.887.138.846.000,-
(Delapan ratus delapan puluh tujuh milyar seratus
tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh
enam ribu rupiah)

Selanjutnya untuk Anggaran Belanja RAPBD Tahun
2013, diperkirakan sebesar Rp.900.838.736.000,-
(Sembilan ratus milyar delapan ratus tiga puluh
delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu
rupiah), Sehingga terdapat defisit  sebesar
Rp.13.699.890.000,- (Tiga belas milyar enam ratus
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sembilan puluh sembilan juta delapan ratus

sembilan puluh ribu rupiah), yang akan ditutup
melalui pembiayaan daerah sebesar Rp.
13 699.890.000,- (Tiga belas milyar enam ratus
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus
sembilan puluh ribu rupiah), sehingga pada RAPBD
Tahun 2013 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan sebesar 0 (nol).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan
Penetapan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Semoga Allah Swit. senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam
membangun daerah  dan mensejahterakan
masyarakat Kabupaten Rembang, agar menjadi
Kabupaten yang maju, sejahtera dan mandiri. Amin,
amin, ya Robbal ‘Alamin.
Wassalamu’alaikum Wr. wb.

y Bupati Rembangp

v

. MOCH. SALIM, M.Hum



PENJELASAN DARI KOMISI B DPRD SEBAGAI PENGUSUL RAPERDA TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR MODERN
DI KABUPATEN REMBANG
Dibacakan oleh : MUNTHOHID, SH

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wa barokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati :
» Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
~ Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta staf.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang
tiada henti-hentinya melimpahkan nikmah, rahmah dan hidayahNya kepada kita
semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam
keadaan sehat wal afiat tiada aral suatu apa....... amin...amin ya robbal alamin

Peserta Rapat yang saya hormati.

Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko modem, serta norma-norma keadilan, yang saling
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan
toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta
persaingan yang tertib dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok,
toko modern dan konsumen.

Mengingat peran dan fungsi pasar tradisional yang strategis dalam
peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, khususnya dalam
pembangunan sektor perdagangan, diperlukan peraturan yang secara simultan dan
sinergis agar dapat dikembangkan untuk memperkuat daya saing pasar tradisional

terhadap toko modern.
Dengan meningkatnya daya saing pasar tradisional, maka tidak menutup

kemungkinan bahwa golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah atas akan

juga menjadi tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional untuk menikmati



berbagai hal yang tidak tersedia di Pasar Modern, oleh karena itu Pasar Tradisional
harus mendapat perlindungan , karena :
1. Semakin marak dan menjamurnya berdirinya Pasar Modern di Kabupaten
Rembang ;
2 Pertumbuhan Pasar Modern yang terlalu pesat tidak sebanding dengan
Pertumbuhan Pasar Tradisional ;
3. Pasar Modern didukung oleh permodalan yang kuat, SDM yang terdidik,
manajemen yang kokoh sehingga dapat menjadikan ancaman bagi Pasar

Tradisional;

Sehubungan hal tersebut diatas mengakibatkan :
1. Keluhan dari para pedagang kecil yang berada disekitar Pasar Modern/
Supermarket yang berkurang omsetnya
2. Kesenjangan yang dapat memicu timbulnya konflik antara Pasar Tradisional
dengan Pasar Modern.

Melihat hal tersebut, maka DPRD Kabupaten Rembang melalui hak inisiatifnya
menindaklanjuti amanat tersebut dengan menyusun Draft usulan Raperda tentang
Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kabupaten
Rembang.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010
Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang Pasal 83 ayat (2) bahwa: “ Rancangan Peraturan Daerah
yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik " maka perjanjian draft Raperda dilengkapi dengan
Naskah Akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari draft Raperda yang
diusulkan dalam Prolegda.

Dengan demikian maka perlu di susun Naskah Akademik sebagai dasar kajian
Raperda yang akan diusulkan dengan menggandeng Lembaga Perguruan Tinggi
sebagai konsultan dalam Pendampingan Penyusunan Raperda dalam bentuk kerja
sama, adapun Perguruan Tinggi yang ditunjuk adalah Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang.

Demikian sekilas penjelasan dari kami sebagai komisi pengusul atas raperda
inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar
Modern di Kabupaten Rembang. Selanjutnya mohon tanggapan dari rekan-rekan
Anggota DPRD demi sempurnanya Raperda Inisiatif DPRD ini.



Semnga niet baic yany dilandasi dengan hati Yyang ihlas dalam upaya
memajukan dan mansejanterakan masyarakat Kabupaten Remband ini sclalu
mendapat ridlo Aliah SWT. Amiin vaa Robbal ‘Aalamiin. Terirna kasil atas <~ i2la
perhatiannya Zan monon maaf apabila ada kuran3j lebihnya. Billahit taufic wal
hidayah. |
Akhirul kalair

Wassalaarau alaikum W Wb.

pembang, 30 November 2012
KMISI B DPRD KAB REMBANG

Fetua Sekreraris

i, HARNO, SE



LAPORAN BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGKAJIAN TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO

MODERN

DI KABUPATEN REMBANG
=

A. DASAR PENGKAJIAN

a.

b.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Pasal 48 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata
Tertib DRPD Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa
rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh pengusul,
oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah
untuk dilakukan pengkajian;

Usul raperda inisiatif tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dengan
nomor pokok 170/583/2012 tanggal 29 Oktober 2012;

Disposisi Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19

November 2012.

B. TUJUAN PENGKAJIAN

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
53 Tahun 2011, khususnya Pasal 30 ayat (3), pengkajian yang
dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern di Kabupaten Rembang yang diusulkan oleh komisi B
bertujuan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

C. PELAKSANAAN PENGKAJIAN

a.

Rapat Badan Legislasi Daerah dalam rangka mengkaji usul
raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21November 2012
Jam : Jam 11.00 WIB
Tempat . Ruang Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten

Rembang



b. Rapat Badan Legislasi Daerah dalam rangka mengkaji usul
raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern di Kabupaten Rembang diikuti oleh:

Ketua - Puji Santoso, S.P.
Wakil Ketua: Mohammad Imam Zarkasi
Anggota - Ridwan, S.H.
Edv Kartono, S.Pd.
S. Wetl Ariani
Gatot Paeran, S.H.
H. M. Noor Hasan, S.H.
H. Yudianto, S.H.
Imro’atus Sholichah
Suci Rahayu, S.H.

D. HASIL PENGKAJIAN

Setelah dilakukukan pengkajian terhadap rancangan raperda tentang
Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
Kabupaten Rembang baik menyangkut legal drafting maupun materi
muatan, Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang
berpendapat bahwa raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang telah layak
sebagai raperda inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

E. PENUTUP
Demikian hasil kajian Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten
Rembang terhadap rancangan raperda tentang Pengelolaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten
Rembang yang selanjutnya dapat dijadikan salah satu bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna
pada hari ini.

Rembang, 30 November 2012
Badan Legislasi Daerah DPRD
Kabupaten Rembang

Ketua, Sekrclﬁ?,(\
e -

S
PUJI SANTOSO, S.P. ACHMAD MUALIF




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

AT Ji. Diponegoro No. 88 Rembang;
PARTAJ DEMORRAT Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

TANGGAPAN FRAKSI BEMOKRAT
TENTANG

USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN TAHUN ANGGARAN 2012

Jum’at, 30 Nopember 2012

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang terhormat :
e Saudara Ketua, para wakil ketua dan segenap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Nengawali penyampaian kami terhadap Usulan Raperda Tentang Pengelolaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 2012 ini,

marilah kita selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, tuhan Yang
Maha Esa, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, kita masih
diberikan kesehatan dan kebugaran tak kurang suatu apa dan dapat bertemu
bersama dalam sidang ini.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT;

Setelah Komisi B DPRD Kabupaten Rembang melaksanakan Serangkaian
Pembahasan termasuk didalamnya penjaringan Aspirasi Masyarakat langsung
dalam Public hearing terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko Modern di
Kabupaten Rembang. Dan terdapat beberapa Penyempurnaan-
pényempurnaan serta didasari dengan Naskah Akademik oleh karena itu
kami dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Menyetujui Usulan

Rancangan
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Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ditetapkan menjadi Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Tentang Penyempurnaan Rancangan ini nantinya akan dibahas dan
diperdalam lagi melalui Pansus. ’.
Adapun beberapa catatan yang kami sampaikan berkaitan dengan Usulan
Raperda ini antara lain :

1. Dalam Rancangan ini belum menyinggung masalah pasar desa yang
mungkin efeknya lebih besar dengan keberadaan pasar modern/ pasar
perbelanjaan.

2. Mengingat Era globalisasi dan perdagangan bebas dunia maka dalam
Perda ini nanti harus di antisipasi jangan sampai Perda melarang tetapi
aturan diatasnya diperbolehkan.

3. Pada bagian ke empat pasal 32 waktu pelayanan, hendaknya tidak
dibatasi karena sudah dibatasi dengan zonasi jarak pendiriannya ..

Demikian tanggapan fraksi ini kami sampaikan, semoga dalam proses-proses
pembahasan selanjutnya, Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan
Toko Modern ini bisa lebih disempurnakan dengan baik, bermanfaat untuk
kemasalahatan umat, terutama dalam bidang perekonomian di kabupaten
Rembang.

Akhirnya atas perhatian hadirin sidang dewan yang terhormat, kami
sampaikan terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA SEKRETARIS

; \ 4
N

- | .
|

H. HARNO, SE IMRO’ATUS SOLICHAH



TANGGAPAN FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF DPRD KAB. REMBANG
TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI
KABUPATEN REMBANG.

FRAKSI PARTAI GOLKAR ( oleh SRI REJEKI, SH )

Ass. Wr. Wb.
Pimpinan dan rekan- rekan Anggota DPRD yang saya hormati.

Pendapat Fraksi Partai Golkar tethadap usul Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang pada dasarnya Fraksi Partai Golkar
sepakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan PerUU yang ada. Dari Fraksi Partai Golkar
cukup itu karena sudah dikaji lebih dalam

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

FRAKSI PPP ( Oleh SA'DULLAH )

Ass. Wr. Wb.
Kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang saya muliakan,

Pada prinsipnya Fraksi PPP menyetujui atas adanya Perda tentang Pengelolaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Akan tetapi perlu untuk
menjadi catatan justru dalam pengaturan Perda tersebut untuk Pro rakyat, Terimakasih

Wassalamu’alikum Wr. Wb.

FRAKS! PKB { Oteh HiM. NOOR HASN, SH )

Ass. Wr. Wb.
pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati,
Saya sangat mengapresiasi terhadap usulan Komisi B

1. Untuk menanggapi usulan Komisi B bahwa harus kita pegangi filosofi / kehendak dari Komisi B
ini sangat penting untuk menata, mengatur dan kemudian melindungi pedagang tradisional.
Maka ini kita harapkan nanti fotocopy yang dibacakan oleh Bp. Thohid nanti dibagi. Setiap
Anggota Banleg ataupun Pansus harus memegang, sehingga tidak keluar dari apa yang
dikehendaki oleh Komisi B.

2. Ini perlu kehati-hatian, biarpun waktu tinggal 1 bulan dan tidak harus seperti dikejar-kejar
celeng, sehingga ini karena menyangkut kepentingan ekonomi rakyat.

3. Ini tentang judul kurang sesuai apabila kita amati arti tujuan dari pembentukan Perlindungan
pasar Tradisional ini. Saya kira tiga point itu yang kita sampaikan, mohon maaf Pak Puiji selaku
Sekretaris Fraksi, saya tidak bisa membaca, karena sudah lama tidak membaca.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.
FRAKSI PDI PERJUANGAN ( Oleh RIDWAN, SH }

Ass. Wr. Wb.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami muliakan para Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Rembang Sdr.
Sekretaris......oon........ MERDEKA TN

Fraksi PDI Perjuangan ingin menjelaskan 3 hal :



1. Belum terakomodirnya eksistensi Pasar Desa, maupun Pasar Musiman, periu untuk kita
akumudir, perlu kita tata, kita back up bahklan perlu kita Advokasi eksistensinya. Mengingat
mulai jaman Mak lampir sampai sekarang ini juga masih ada Pasar Musiman dan pasar Setunan.

2. Kami juga ingin menegaskan terkait jarak, sebagai wujud statement pertama saya, yaitu
Advokasi, maka kita perlu mem backup, mengadvokasi betul tentang jarak/zonasi. Untuk Fraksi
PDI Perjuangan meminta jarak 1.5 kilometer dari Pasar Tradisional untuk wilayah diluar wilayah
kota Rembang. '

3. Bahwa untuk setiap pendirian Pasar Modern ini wajib melibatkan pengusaha pengusaha lokal
yang bergerak dibidang perdagangan dalam hal ini pemilik toko kelontong, kios dil. Juga harus
sepertujuan masyarakat sekitar artinya kita tidak hanya berpaku pada Perda IMB ( ljin
Mendirikan Bangunan Jatau HO saja yang hanya depan belakang, kiri kanan 4 orang cukup, tapi
ini karena Targetnya adalah menciptakan Perekonomian pemberdayaan ekonomi rakyat, maka
wajib hukumnya melibatkan rakyat itu sendiri dalam Kebijakan Daerah.

Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu' alikum Wr. Wh......... . MERDEKALLILILELILLLLLLELLL

FRAKS! PAN { Oleh JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE )

Ass. Wr. Wb.
Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD .

Tangapan kami tentang Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern di Kabupaten Rembang,

Perlindungan ini asumsinya/filosofinya sebetulnya tidak hanya melindungi Pasar Tradisional.
Esensinya adalah melindungi potensi ekonomi lokal baik dari serangan pengusaha2 yang berkapital
besar ataupun aliran dana dari Luar Negeri. Dapat kita ketahui bahwa Alfamart saja 50 % sahamnya itu
dipegang oleh Carrefour. Saya kira esensi yang paling utama ada disitu. Kemudian yang periu kami
sampaikan, karena kami juga termasuk pengusul bahwa pembahasan kemarin memang mungkin masih
banyak hal-hal yang belum terakomodir, satu hal yang kami catat pentingnya melakukan kuota
dikecamatan tertentu, misalkan kec. Rembang kuotanya hanya relevan Pasar Modern Kec. Lain juga
ditentukan kuotanya, hal itu yang belum sempat kita bahas secara detail ditemen-temen Komisi B.
Tetapi esesinya kami m,endukung Raperda ini dan kemudian untuk dibahas dalam langkah yang lebih
lanjut yaitu Panitia Khusus , tanpa merubah perubahan-perubahan yang sudah ada. Hanya catatan-
catatan itu yang kami harapkan menjadi konsiten kita untuk membuat Raperda ini menjadi lebih baik.
Saya kira itu saja, Terimakasih..

Wassalamu’alikum Wr. Wb

FRAKS! BINTANG KEADILAN 9 dr. ROCHMAD ISNAINI }

Ass. Wr. Wb.

Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan Bapak Ibu sekalian anggota DPRD .
Sebelunya kami mohon perhatian, karena ini CETHO yang kita sampaikan pada prinsipnya

1. FBK sepakat usulan Rapesda Inisiatif yang disampaikan oleh Komisi B, untuk selanjutnya dibahas
dalam forum Pansus, sebagai sarana perlindungan bagi Para pedagang kecil.

2. Dsepakat juga apa yang disampaikan oleh rekan2 sebelumnya bahwa keberadaan Pasar desa
yang selama ini pembinaanya dalm lingkup BPMPKB untuk dibahas juga dalam Raperda yang
akan kita bahas berikuutnya.

3. Kalau memungkinkan kita berharap juga keberadaan pasar Hewan ini juga bisa dimasukkan
didalam salah satu Pasal didalam Raperda Pusat untuk dibahas selanjutnya.

Barangkali ini yang kami sampaikan datam kesempatan ini mensikapi Raperda Inisiatif yang
diusulkan rekan2 Komisi B.Dan sekali lagi untuk selanjutnya bisa dibahas didalam Pansus2 yang akan
dibentuk dalam waktu yang akan datang. Wassalamu'alikum Wr. Wb.



JAWABAN PENGUSUL ( KOMISI B ) ATAS USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI
KABUPATEN REMBANG
( OLEH JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE )

Ass. Wr. Wb.

Mencoba menanggapi tanggapan Fraksi, Pertama temen2 Fraksi Demokrat tentang
Pasar desa dan itu saya lihat juga disampaikan oleh beberapa Fraksi PDI-P juga temen2 FBK,
Pemahaman kami Perda ini tidak bisa menjangkau atau ruang lingkupnya tidak bisa
menjangaku Pasar Desa, Kerena Perda ini artinya kita lindungi, kita atur sebatas hanya Pasar
Tradisional yang dikelolai oleh Pemerintah Daerah, kami tyidak mungkin mengatur Pasar
Desa, karena ada Otonomi Desa, tetapi pada saat hearing memang kami mengundang
temen2 pengelola Pasar Desa supaya ikut berbicara sehingga, mereka bisa menjelaskan
kondisi riit dilapangan bidsa menjelaskan sejauh mana dampak dai Toko Modern.
Penjeladsan tentang Pasar Desa perlu melihat aturannya, harapan kami kemarin begitu
Naskah Akademik ataupun salah satu lembaga yang menurut hemat kami berkompeten,
mudah2 tidak ada tabrakan aturan atau kesimpangsiuran aturan, kemudian masih yang
disampaikan temen2 Demokrat tentang batasan Waktu. Batasan waktu ini mengacu pada
Peraturan Presiden disitu sudah sangat dijelaskan batasan waktunya mulai dari jam 09.00
sampai jam 10.00 itu batasan waktu maksimal, hanya yang kita coba atau ide baru dari
temen2 Komisi B kita coba mencari dasar Hukum yang kuat supaya Pasar Modern yang ada
dijalan Arteri atau jalan besar tidak mengganggu Pasar Tradisional, bisa dimungkinkan buka
24 jam yang dijalan besar. Kami ambil contoh dijalan Pantura.

Dari Golkar terimakasih atas usulannya, dari PPP harapanya agar tetap Pro Rakyat,
Insyaailah asal tetap dikawal Raperda ini sangat Pro rakyat.

Dari Fraksi PKB kami setuju bahwa yang seperti yang kami sampaikan didepan tadi
filosofi dari perlindungan Tradisional ini esensinya melindungi ekonomi Rakyat kecil. Karena
ekonomi rakyat kecil sebetulnya tidak hanya dipasar, tetapi banyak sector yang iain, itu yang
harus kita hati-hati dan itu juga selalu menjadi konsen Komisi B sebagai Pengusul, contoh
kami selalu bicara tentang Pemelihaaraan Pasar, kami selalu bicara tentang peningkatan
struktur Pasar. Jadi mudah-mudahan dengan Raperda ini akan mendorong temen2 Pasar
Tradisional untuk semakin bisa berkompetisi dengan baik. Tentang judul yang belum sesuai
kami belum paham yang dimaksudkan apa? , tetapi kami berharap ini akan lebih diseriusi di
Pansus, jadi tidak merubah kesempatan ini untuk menjadikan draft Raperda ini menjadi
rancangan yang akan kita bahas di 2012.

Tentang PDIP Pasar Desa tadi sudah kami jawab tentang jarak 1.5 km antara1dan 1.5
km masih relative sulit dibedakan, tetapi kami harapkan usula ini langsung disampaikan saja
ketika pembahasan Pansus. Jadi menjadi catatan kita bersama harus setuju untuk yang
nomer 3 membangun komunikasi antara pelaku ekonomi setempat, sehingga ketika
Pemerintah Daerah mengambil Keputusan untuk memberikan ijin itu tidak hanya dengan
melihat, tidak hanya meminta ijin kepada tetangga kanan kiri setempat, tetapi juga
memperhatikan dari pedagang2 yang kena dam[paknya.

Dari FBX Pasar Desa sudah kami jawab, kemudian Pasar hewan saya kira ini Perda
yang terpisah Bapak. Kalau idenya saya pikir baik tetapi kekhawatiran kami kalau terialu
banyak muatan yang kita masukan kami tidak yakin bnisa focus, Saya kira itu jawaban saya
dari Komisi B. Terima Kasih

Ass. Wr. Wh.
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L “PUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO
MODERN DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang = a. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
01 Tahun 2010 tentang Tata Tertb DPRD Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang Pasal 83 ayat ( 1 ) yang berbunyi “ Rancangan Peraturan
Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah * dan ayat (2)
yang berbunyi * Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik “ ;

o bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran
dalam skala kecil menengah, usaha perdagangan eceran modemn
dalam skala besar, maka Komisi B DPRD kabupaten Rembang
mengajukan usul Penyusunan Raperda Inisiatif tentang Pengelolaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem guna
melindungi dan memberdayakan pasar Tradisional agar dapat tumbuh
dan berkembang serasi, saling memerlukan dan saling memperkuat
serta seling menguntungkan ;

- bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD kabupaten Rembang Nomor
01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten
kembang Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Tertio DPRD Kabupaten
Rembang Pasal 84 ayat ( 7 ) yang berbunyi” Rapat Paripurna DPRD
memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2 ) berupa :

a. Persetujuan ;
b Persetujuan dengan Pengubahan ; atau
c. Penolakan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a. b dan ¢ perlu adanya penetapan persetujuan usul Raperda Inisiatif
DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modem yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
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5. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 53/M -
DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

reratran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembantukan Produk Hukum Daerah ; i fr et

&

Paraturan Menteri Dalam Negeri Normor 20 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ;

» Persiu;ian Daerah Kabupeten Remnbang Nomor 2 Tahun 2008
tentang lirusan Pemerintahan  Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah IKabupaten Rembang |

Nomor 12 Tahun 2008

=raturan Daerah Kabupaten Rembang
kat Daerah Kabupaten

tenteng Organisasi dan 7ala Kerja rerang
Rembang :

b Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten Rembang

Nomnor 01 Tahun 2019 tentairg Tata Tedin Dewan Perwakilan

Qalozt Daerah Kabupaten Reirbang ¢ehagaimana telah diubah

lan Rakyat Daerzh Kabupaten

jengan Keputusan Dewan Perwak!
Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan

Pzrwekilen Rakyat Daer.  {abupaten Rembany .

MEMUTUSKAN

ul Rancangzan Peraturan Caerah !n.isiatif
rg Pangeiolean Pasar Tradisional,
upater Rembang.

vlenyetujui Penetapan Us
DPKD Kabupaten Rembany tants i
Pusat Perbelanjaan dan T0OKO Modern di Kao

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Nopamber 2012
WAKILAN RAKYAT DAERAH
iPATEM REMBANG

"1/ +. SUNARTO




$)




e




